
 

  

 

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  
No.661, 2013 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Tata 

Naskah Dinas. Pedoman. 

 

PERATURAN  KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

 NOMOR 231/KA/XII/2012   

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kesamaan pengertian, 

bahasa dan penafsiran dalam rangka menunjang 
kelancaran komunikasi kedinasan di Badan Tenaga 

Nuklir Nasional diperlukan  pedoman tata naskah 

dinas;  

b.  bahwa dengan dicabutnya Peraturan Kepala Badan 

Tenaga Nuklir Nasional Nomor 081/KA/IV/2009 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Tata 

Kearsipan, dan Kode Klasifikasi di Badan Tenaga 

Nuklir Nasional, maka perlu  membuat pedoman 
tentang tata naskah dinas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 
Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 
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2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 

2005; 

3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Tata Naskah Dinas; 

5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 

6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Elektromekanik; 

8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Instrumen dan Elektromekanik; 

9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; 

10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi; 

11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
168/KA/XI/2008 tentang Logo Badan Tenaga Nukir 

Nasional dan Penggunaannya; 

12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

230/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan, 

dan Kode Klasifikasi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. 
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Pasal 1 

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi seluruh unit kerja 

dalam penyelenggaraan tata naskah dinas.  

(2) Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan untuk memperoleh kesamaan 

pengertian, bahasa, penulisan, dan penafsiran guna menunjang 

kelancaran komunikasi secara tertulis antar unit kerja di Badan 
Tenaga Nuklir Nasional, instansi pemerintah, swasta, institusi asing di 

dalam maupun di luar negeri.  

Pasal 2 

Semua bentuk pengelolaan tata persuratan harus mengikuti Pedoman Tata 

Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan Pedoman Tata Naskah 

Dinas dilakukan oleh Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
Sumber Daya Manusia. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  27 Desember 2012 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

 

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Mei 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

AMIR SYAMSUDIN 
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LAMPIRAN 
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